BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR $00 /7289 Tobhuh 20173

TENTANG

PENUNJUKAN PENATAR/PENYULUH PADA KEGIATAN SOSIALISASI
SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik

Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017;

bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam rangka
penataan, penguasaan tanah dan pemantaatan
tanah milik warga masyarakat Kabupaten
Sukoharjo, perlu menunjuk penatar/penyuluh
pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Pendaftaran

Tanah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2017,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lL.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang
Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Resepublik Indonesia Nomor
2106);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda
Yang Ada D1 Atasnya (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,

Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015
tentang Jenis dan Tarif Atas JenisPenerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementertan Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100};

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5113);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (LLembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah  Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah  Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Penatar/Penyuluh pada Kegiatan Sosialisasi
Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2017 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. membuat materi penataran/penyuluhan sesuai
dengan bidangnya;

b. menyampaikan mater1 penataran/penyuluhan
sesuai dengan bidangnya;

c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap
pertanyaan yang disampaikan oleh peserta; dan

d. bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya
kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2017.



KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal b Februari 20ot7

BUPATI SUKOHARJO,

i

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukohano;

2. Sekretars Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris Daerah
kabupaten Sukoharjo;

5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukohanjo di Sukoharjo;

7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

8. Penatar/Penyuluh yang bersangkutan.
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Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

SUSUNAN PENATAR/PENYULUH PADA KEGIATAN SOSIALISASI

SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2017

PR P TR L Pd e =

NO l JABATAN MATERI
1. ! Kepala Bidang Tata Kebijjakan Pemerintahan Daerah Dalam
' Ruang pada Dinas Pelaksanaan tertib Administrasi
- Pekerjaan Umum Pertanahan di Kabupaten Sukoharjo.
Kabupaten Sukoharjo
2. | Kepala Seksi Pertanahan | Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
Bidang Tata Ruang pada | Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Dinas Pekerjaan Umum Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik
Kabupaten Sukoharjo Warga Masyarakat di Kabupaten
Sukoharjo.
3. | Kepala Sub Seksi Tata Cara Pendaftaran Tanah Pada Kantor
Penetapan Hak Tanah Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
dar1 Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukoharjo
4. | Kepala Sub Seks1 PPH Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun
dan PPAT dari Kantor 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Pertanahan Kabupaten Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Sukoharjo Berlaku Pada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BUPATI SUKOHARJO,

‘.——H—ﬂ——"."—"'ﬂ

WARDOYO WIJAYA



